
BUPATIACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR /7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS P.ERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR {8 TAHUN20i4 TENTANG pENJABA!4N nruceannru pii.ro-airirnru oan BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN NUOOE'UN ZOTS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

l/enimbang , bahwa berdasarkan pasar 5 ayat (1) huruf e point 2 peraturan presiden
Nomor 36 Tahun 2015 tentang'Rinciin Anggaran pendapatan oan slrani;
Negara Tahun Anggaran zoti tan po,n r i rumawi t pffi;;d*;iffil;
37 Tahun 2014 hn[ang.pedoman-p'enyusunan A.SS;"; pil;ilil;;
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 maka peraGan Bupati Aleh Utara
Nomor 48 Tahun 2014 tentang penlabaran lnggiian-F.en;.p;t;.-;;
Belanja Kabupaten Aceh Urari Tanun Anggarin- zors perru'oiriiuian
perubahan sebagai landasan operasioria'l pelaksanaan nnooarrn
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tjnr, l.ggrirr rdid, 

"

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentanq pembentukan
Daerah- oronoin xaou paidn_[auu parin' ojrim' Lii,ok";o;*#;iiprooinsi Sum_arera utard 1t-emoaiifi lieqa,i-{Jpru-iii'inii.y,riiir"iJriili
1 e5'6 Nomor sa. ramuan a'ilJ;-b;;; ; li,ffi ; ficffi ;' iije2) ;""'" "" "',

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1gB5 tentano paiak Bumi dan
tsangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuh 1995 Nomor00, tamDahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebaoaimana telah
diubah dengan .Undang-Undaig Nomor i i-Taliu;-jgia" iujiloJiriiNeoara Repubtik . tndo-nqqq- lahun 1994 Nomor 62, y;ffi;;
Lefrbaran tt'egita Noroi 3-5Ogl'' 

- - ' ""

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentano penvelenooaraan
Negara yang Bersih dan Bpbas dari Korupsi, KoIusi dah Ne"fitisme
LLembaran Negara Republik lndonesia Tahun .lggg Nomor 75
r ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentano penvelenooaraan
Ketsttmewaan propinsi Daerah lstimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlano Keuanoan Neoara
LLembaran Negara Repubi:k Indonesia Tahun- 2003'1,{omor"47
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4296);

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentano perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tah-un 2004 Nomor 5,
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

8.Undang-undang...,..

1
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentano pemeriksaan
Hengetota_an 0an tanggungja_wab Keuangan Neq-ara (Lembaran
Negara Republik _tndoiSsia'' Tahun 2004" Nomoi" OO, YamOrafrln
LemDaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400):

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanq Sistem perencanaan
HemDangunan Nasional (Lembaran Negara Reflublik lndonesia Tahun
2004 No-mor 1 04, Tamb'ahan Le;ba;;; Ned-i; n'eil-uiii- rnoonesia
Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentano penmbanoan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daeiah
LLembaran. Negara Republik_ lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439);

'10. Undang-Undang Nomor 1'l Tahun 2006 tenlanq pemerintahan Aceh
LLembaran, Negara Repubtik tndonesia Tahu; 2006 ruomor 2-6,
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq pajak Daerah dan
Hetflbusr-Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneSia Tahun 2009
Nomor tJU, Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5049);

'12. Undanq-Undano Nomor
Peratuian Peiundano-U
lndonesia Tahun 20f i
Republik lndonesia Nomor

12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
ndangan^^(Lembaran Negara Republik
N-o-mor 82, Tambahan Leirbaran Negara
5234);

13, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentano Tentano
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaTa Daera6
LLembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lemlaran Negara Republik tndonesia Nomor 4028),

16. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentano Paiak Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200'1 Nbmor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138),

17, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentanq Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

'18. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentanq Kedudukan
Protokoler dan rreuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemenntah
Nomor 24 Tahun 2004 tentano Kedudukan Protokeler dan Keuanoan
Pimpinan dan Anggota DPRD-(Lembaran Negara Republik lndondsia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemenntah.....



23. Peraturan Pemerintah Nom
Penyusunan dan penerapan
Negara Republik lndonesia
Lembaran Negara Republik ln

19. Peraturan Pemenntah \omor 23 Tahun 2005 tentano penoelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran t,tedara- R;;rbii
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan t_emtraran Niroiii
Republik lndonesia No.mor 4502), sebagaimana telah diubah de-ri;a;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2013 tentanq perubahan A"tas
Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tenlanq penoelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neoara Heoubiik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lemtraran Ni4ara
Republik lndonesia Nomor 5340;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentano Dana
Perimbang-ar (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahrjn 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentano Sistem lnformasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah drubah denoan peraturan
Pemerinlah Nomor 65 tahun 2010 tentanq Perubahan 

-atas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentano- Sistem lnformasi Keuanoan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndon-esia Tahun 2010 Nomor fi 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155):

22. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentano penoelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Neoara Reoublik lndonesia Tahln 2t[5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar'a Republik lndonesia Nomor
4578);

or 65 Tahun 2005 tentano
Standar Pelavanan Minima[
Tahun 2005'Nomor 150,

donesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentano pedoman
Pembrnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemennta'han Daerah
Llembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentano pelaooran
Keuangan d_an Kinela-lnstansi Pemenntah (Lembaran Neg-ara Reilublik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemb-aran N'egara
Republik lndonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2007 tentano Laooran
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerinta'lr. Laboran
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah keoada Dewan
Peruakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Perivelenooaraan
Pemerintahan Dadrah kepada Masyarakat (Lembaran Ne(ara Hdpublik
lndonesia Tahun 2007 Nomolig, Tambahan Lemb-aran Ni4ara
Republik lndonesia Nomor 4693),

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentano pedoman
Penyus_unan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [entang Tata
Tertib Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah (Lenibaran Negara Re-publik
lndonesia Tahun 2010 Nonior 22, Tarirbahan Lembiran Ni4ara
Republik lndonesia Nomor 5104);

28, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neqara Reoublik lndon6sia Tahun
!010 Noqql 123, Tambbhan LembarJn Negdra Repubtik tndonesia
Nomor 5165);

29. Peraluran Pemerintah ......

Pedoman
(Lembaran
Tambahan
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" 6::?:'ili1.['rT,'#i?L]:g':^ ;g,T ahun 20 | 1 renrans pinjaman

ramoarrinLemll;;"^6il'd;"r'j,N,,lii,,Jl?,Ji,l,^jl,#ozoti"uo,tiisii,

30. Peraturan pemerintai, 
rul

['n:Tn#ffi *hdfi ,rlim.fi#iidfi 
:i],,,,$!#:t

31. Peraluran presiden 
Nc

;9;,;p;,i,r.,ip#.iikry4,f :l*t.'i*ilf,}:di,ffi
32. Peraturan presiden 

Nomor"'i:;:trn:tos#;{*f,,,:'}1?#:i?i1[:][ff 

]xislf irrsi:r
33. peraturan pemerintah 

N(

tr#HrJ#';tlffil,rxffi il;{$:,.*i,iili#-q#* 
E:i3lHiliedTi',lfL):#',"qqT-ahun 2014 rentans Dana Desa yans

r es a ra Rep u; i i r iiiii.E I i,"*r#"10, ?', iillfl #.? Bf l...#lrfl 3lLembaran Negara Republik lndonesia ru*o, silai, '"",
35. Peraturan. presiden Republik-lndonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentanoRrncian Anggaran pendar

1 L e, ui,,n r,r'Jiai; *L o ij [ [f ?lil,.,S: r:il,T,ir,).fi ;f.,r 
a n u n io iB

36 Peraluran Menteri Dalam

"rl,i#:tmt*,n,*-:N:ruffi
,, 

F:lr,,H,jiry;tg:.rfiiB:L Neseri Nomor 32 Tahun 201r.tenrans

gffi 
;ie#1'.mr't'iffi :'fr f;rfr J:;f,#,tl*Tll,xieerubahan Atas peraruran tr,tenreri"Datim ltd;ri "Nil# !?.iffiX2011 tenrang pedoman pemberian niuiii' oi1,el.il,"Jn'"iosiat yang

tsersumber Dari Anooaran pendap-alan Orn g.hnji DrJrah (BeritaNegara Repubtik tnd6iesja ianun fol) ruomo,5i1;:r" """"
38. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentanoPembenrukan produk Hukum" orbirlr'-' 1e!,ita 

"[ilgilr' 
n'.]r.Eliilndonesia Tahun 20'14 Nomor cz1;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri lrlomor 37 Tahun 2014 tentangPedoman penyusunan Anogaian eenJiparan o.n 
'b,ffiL 

orr"r,Tahun Angsaran 2015 (Berii5 NisaiJReiIiliii'lnoon.lL ilr,* zorqNomor 680);

40, Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentanq peraturan
Pelaksanaan Undano-undang, Nomor 6 Tatrun ZOil'-iui,tung O.it(Lembaran, Negara depubtik"tnOoneiia 

-f 
anun' ZO-f I' if oro'i r Ze O*

r amDanan Lembaraan Negara Republik lndonesia Nomor 553g);

41. Peraturan pemerintah.....,



41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas
Peraluran Pemerinlah Nomor 60 Tahun 2015 Te;tandOinib.., urno
P:lrluq gll lngs aran pendapaun 

-dan 

-Betinji 
ti.gr;; i-Gri#;;Negaran Hepublik tndonesia Tahun 2015 Nomor gg -dan 

Tambahan
Lembaraan Negara Republik lndonesia Nomor 5694);

42. Qanunl(abupaten Aceh Utaral.,lomor 6 Tahun 200g tentang pokok-
pokok.,Pengjrlolaan 1(e^uangan pa^erah (Lembaran Dae;lt K;bu,;te;
Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

43. Qanun Kabupalen Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentano
Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahui
llqg..-,Sl 2015 (Lem.baran KaSupaten'fanun ZOtn-iitomoiiZ,
r amoahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 20g);

44. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem
d^an Prosedur Pengetolaan Keuangan Daerafr KaOupiten 

'l6n 
Utara

(Henta Uaerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33):

45 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerrntah Kabupaten Aceh Utara ( Berita Kabu"paten Aceh
Utara Tahun 2013 Nomor 31't,

46 3:l?lr.l.l- Q1q1t1 
lcgn Uhra Nomo-r 48 Tahun 20.14 tenrans

Pen;abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh UArI
i.ahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Uiara Tahun 2014
Nomor 49);

47 Peratwan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentanq perubahan

l!r-: lglltrt.n Buparr Aceh Utara Nomor 48 Tahun Zlt+ tenting
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan belanla Kabupaten Aceh Utari
Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Uiara Tahun 2013
Nomor 1),

48, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentano perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 20j4
tentang Penjqbaran Anggaran P€ndapatan dan belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupateri Aceh Utara
Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN BUPATT ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETtcA
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Ayat t huruf a dan Ayat 2 hurul a, b diubah, sehingga berbunyi ;

1, Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.834.574.019.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 221 445.195.549,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.2.056.01 9.21 4,549,00

b. Belanja Langsung

2. Belanja Daerah
a. Eelania Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.M7.260.854.895,00
2) Bertambah/(berkurang) Ro. 186.520.237.779.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Ro. 1.233.781.092.674.00
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b Belanja Langsung
a. semula
b. Bertambah/(berkurano)

Jumlah Beianpiangsung
.rumtah Belania
Surplus / (Defisit)

Rp 789.563.498.005,00

setelah peru bahan

Rp. 10.400 364.800,00

setelah perub

Rp 8, 150.030.900,00

setelah
0

perubahan

Rp (5.845 .881 .701, 00),

10 'le A

o
1

3. Pembiayaan Daerah:a. penerimaan.

1). Semuta
2). Bertambah(berkurang)

Jumlah penerimaan

b. Pengeluara
1). Semula

n Pembiayaan Daerah :

2), Bertamba
Jumla
Jumla

Sisa Lebih Pembia

h/(berkurano)
h Pengeluai6n
h Pembiayaan Netto Setelah perubahan

yaan Anggaran Tahun Berkenaan
nf--z*gmm
Rp. (3 595.547 801,00)

setelah perubahan

Perubahan Ringkasan peniabaran sebagaimana dimaksud daram pasar 1 dirinci rebih ran.iutpada Lamprran lPeraturan i3upati ini.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Perubahan Peniabaran Anooaran 
,pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten sebaqaimanadimaksud darari pasar 1 diiici rebihianju,i;Jirlirpi"iiir"F,ilr,,ilii,;;ii;;;"""'-"""""

Lampiran sebagaimana dimaksud, daram pasar 2 dan pasar 3 merupakan bagian yang tidaklerpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penlabaran Anggaran pendapatan dan Belania Kabuoaten vano
0rrerapKan 0aram peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen p'etaisaiaii
Heruoanan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6 ......
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Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menoetahuir
prinempatahnya-oir.r;;,.itiJx1[li;,]t[.'Jillrl]13: pensundansan Peraturan ini densan

Diteta
pada

pkan di
tangg al

Lhokseumawe.

4-Jll--20truur syawat i436 H

(,,
UTARA.0PATI ACEH

H. MUHAMMAi THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1

wal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARATAHUN 2015 NOMOR ..I7
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